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ABSTRACT

This research is motivated by the practice of penal mediation facilitated by the West
Java Regional Police in a case of attempted aggravated theft as reflected in Decision
Number 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg. Although penal mediation has resulted in a peace
agreement between the perpetrator and the victim during the police investigation
stage, the legal process continues to the trial stage. This condition raises questions
regarding the basis of the police's authority to conduct penal mediation and legal
uncertainty regarding the results of the peace agreement that does not result in the
termination of the case. The purpose of this study is to analyze the position and
authority of the police in implementing penal mediation and the legal consequences of
the peace agreement reached through this mechanism in a case of attempted
aggravated theft. The research method used is a juridical-normative with a statutory,
conceptual, and case study approach. Data were obtained through literature and
document studies, then analyzed using an inductive inference method. The research
findings indicate that the implementation of penal mediation by the police has the
potential to abuse its authority and lacks strong legal legitimacy because it is based
solely on Police Regulation Number 8 of 2021, which has a lower status than the
Criminal Procedure Code (KUHAP). Consequently, cases continue, even though the
mediation results cannot be used as a basis for dismissing criminal cases.
Harmonization between the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police
Regulation is necessary to strengthen the position of penal mediation as an instrument
of restorative justice. Reformulation of legal policy in the criminal realm is urgently
needed to ensure that the implementation of penal mediation aligns with the principles
of justice, legal certainty and legal benefit.

Keywords: Penal Mediation, Police Authority, Criminal Act of Thefft.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik mediasi penal yang difasilitasi oleh
Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian
dengan  pemberatan  sebagaimana  tercermin  dalam  Putusan = Nomor
1014/Pid.B/2023/PN.Bdg. Meskipun mediasi penal telah menghasilkan kesepakatan
damai antara pelaku dan korban pada tahap penyidikan dikepolisian, proses hukum
tetap berlanjut hingga tahap persidangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan
mengenai dasar kewenangan kepolisian dalam melakukan mediasi penal serta
ketidakpastian hukum terhadap hasil kesepakatan damai yang tidak berdampak pada
penghentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan
kewenangan kepolisian dalam melaksanakan mediasi penal serta akibat hukum dari
kesepakatan damai yang dicapai melalui mekanisme tersebut pada kasus percobaan
pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan
metode penyimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian berpontensi menyalahgunai
kewenangannya serta belum memiliki legitimasi hukum yang kuat karena hanya
berlandaskan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang kedudukannya lebih rendah
dibandingkan KUHAP. Akibatnya, perkara tetap dilanjutkan dengan hasil mediasi
tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara pidana. Perlunya harmonisasi
antara KUHAP dan Perpol guna mempertegas kedudukan mediasi penal sebagai
instrumen keadilan restoratif. Reformulasi kebijakan hukum di ranah pidana menjadi
mendesak agar pelaksanaan mediasi penal selaras dengan prinsip keadilan, kepastian
dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian.
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A.

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah
negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang menganut prinsip-prinsip
supremasi hukum, di mana hukum dihargai dan dijadikan pedoman dalam
menentukan kebijakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.!
Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan penting karena
hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Ketiga tujuan tersebut harus diterapkan secara nyata dalam
pelaksanaan hukum.?

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat
untuk mengatur perilaku masyarakat demi menciptakan ketertiban dan keadilan.
Namun, keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara tegas,
konsisten dan adil, tanpa terkecuali. Setiap individu harus mendapatkan perlakuan
yang sama di hadapan hukum (equality before the law), karena tanpa adanya
penegakan yang tegas, konsisten dan adil hukum akan kehilangan fungsinya
sebagai alat keadilan.’

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah menghadapi
berbagai bentuk tindak pidana, perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja
tanpa memandang latar belakang dan menimbulkan keresahan serta merugikan
kepentingan umum. Sehingga perlu diberantas demi menjaga keselamatan
masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat termasuk aparat penegak
hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki tanggung jawab

bersama dalam menanggulangi kejahatan secara optimal.*

! Rusniati, R., & Hendri, S., (2021). “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal”. Disiplin:Jurnal llmu Hukum, Vol. 27 No. 2, Hal. 123-124.

2 Ibid.

3 Kadarmanta, A., (2007). “Membangun Kultur Kepolisian”. Jakarta: Forum Media Utama, Hal. 146-

148.

4 Ibi
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Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum tetapi
juga memulihkan. Dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, muncul
pemahaman bahwa keadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;’
1. Keadilan retributif, yaitu keadilan yang berfokus pada pelaku dengan

menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas
perbuatan tindak pidana;

2. Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menekankan pemulihan hubungan
melalui proses dialog antara pelaku, korban dan masyarakat untuk memahami
dan memperbaiki dampak dari tindak pidana. Keadilan restoratif inilah yang
dipandang oleh sebagian pihak sebagai proses penyelesaian sengketa non-
litigasi yang mirip dengan metode Alfernative Dispute Resolutions
(selanjutnya di sebut ADR).

Sistem hukum pidana di Indonesia masih dominan menggunakan jalur
peradilan formal untuk menyelesaikan tindak pidana, melalui tahapan pelaporan
hingga persidangan. Namun mekanisme ini memiliki kelemahan seperti proses
yang lambat, biaya yang tinggi dan hasil yang sering tidak mencerminkan keadilan
yang substantif. Dalam hal ini, keadilan restoratif menjadi alternatif yang berfokus
pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta
adanya tanggung jawab dari pelaku.®

Meskipun masih banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian tindak pidana
hanya bisa dilakukan melalui jalur peradilan, pada kenyataannya masyarakat
Indonesia secara tradisional masih lebih mengutamakan mediasi melalui
musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai perdamaian, tetapi juga
menjaga keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.” Seiring

berkembangnya gagasan keadilan restoratif, pendekatan alternatif seperti mediasi

5 Sukardi, (2020). “Konsep Penyidikan Restorative Justice”. Pt Rajagrafindo Persada. Hal. 23.

¢ Pambudi, P., & Hoesein, Z. A., (2025). “Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk
Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri”. Jurnal Retentum; Vol. 7 No. 1, Hal. 157.

7 Sukardi, N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). “Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam
Mewujudkan Restoratif Justice”. Jurnal Ilmiah Raad Kertha; Vol. 5 No. 1, Hal. 54.



mulai dianggap relevan sebagai metode penyelesaian tindak pidana yang lebih
humanis dan efektif, karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Mahkamah Agung pun mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif
penyelesaian tindak pidana karena dapat meredam konflik sosial dan mengurangi
beban tindak pidana di pengadilan.® Keadilan restoratif, dapat diwujudkan melalui
mediasi yang terbukti memberikan dampak signifikan dalam proses penegakan
hukum, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dalam sistem hukum
formal.® Oleh karena itu, sistem pemidanaan tidak lagi menjadi satu-satunya solusi
dalam menangani tindak pidana.

Keadilan restoratif semakin mendapat legitimasi oleh aparat penegak hukum,
tetapi dalam KUHAP dan KUHP di Indonesia belum sepenuhnya mendukung
mekanisme tersebut secara eksplisit. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP), tidak diatur tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui
mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam ketentuan pasal 109
ayat (2) KUHAP hanya mengatur penghentian penyidikan jika;

1. Tidak adanya cukup bukti;
2. Jika peristiwa ternyata bukan tindak pidana; atau
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.'®

Gagasan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi merupakan cita-cita
hukum yang didasarkan pada nilai filosofis hukum, yaitu keadilan yang tidak
semata-mata bersifat pendekatan retributif tetapi juga bersifat restoratif.!! Dalam
perspektif ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan melalui
hukuman tetapi juga sebagai upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban,

menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pelaku dan menciptakan harmoni sosial.

8 Ibid.

® Nawawi, B., (2012). “Mediasi Penal Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan”. Pustaka
Magister. Hal. 3.

10 Sukardi, N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). Op. Cit., Hal. 15.

! Insani, N. M., (2024). “Paradigma Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus
Pencurian 1 Unit Handphone Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)”. Jihhp: Vol. 4, No. 5, Hal.
2405.



Salah satu bagian dari keadilan restoratif adalah mediasi penal. Mediasi penal
merupakan pembaruan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mediasi penal
merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di luar jalur
peradilan pidana formal. Pembaharuan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi
berkembangnya nilai sosial dalam masyarakat serta memperlihatkan sifat hukum
pidana yang lebih lentur dan menegaskan perannya sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium) dalam penegakan hukum.'?

Meskipun mediasi penal belum memiliki payung hukum dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia, namun mekanisme ini mulai dikenal sejak
diterbitkannya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14
Desember 2009 mengenai penanganan kasus melalui Alternative Dispute
Resolution. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian kasus melalui
ADR hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang
terlibat dan apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai maka proses penyelesaian
tetap dilanjutkan melalui jalur peradilan formal.'®

Mediasi penal berfokus pada penyelesaian tindak pidana melalui kesepakatan
seperti ganti rugi dan permintaan maaf.'* Namun permasalahan yang muncul
dalam implementasi mediasi penal adalah belum adanya peraturan mengenai
mekanisme tersebut dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia. Sehingga,
pelaksanaan perdamaian yang telah difasilitasi oleh aparat penegak hukum tidak
serta merta dapat menghentikan proses hukum apabila belum ada peraturan secara
eksplisit dalam hukum positif.

Salah satu implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana
adalah mediasi penal. Selain mediasi penal, keadilan restoratif juga mencakup
konsep yang lebih luas yaitu restorative justice. Perbedaan utama antara
restorative justice dan mediasi penal terletak pada fokusnya restorative justice

merupakan paradigma luas dalam sistem peradilan pidana yang menekankan

12 Insani, N. M., Op.Cit. Hal. 2405.

13 Ibid.

14 Setiyani, D., (2021). “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)”. Jurisprudentie: Vol. 8 No.
1, Hal. 65.



pemulihan korban dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat,
sedangkan mediasi penal adalah mekanisme spesifik yang berfokus pada proses
dialog antara pelaku dan korban untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata
yang diderita oleh korban.!> Dengan demikian, mediasi penal merupakan bagian
dari keadilan restoratif yang berfokus pada penyelesaian tindak pidana di luar jalur
peradilan formal.

Salah satu tujuan mediasi penal adalah fokus pada korban. Mediasi penal ini
menitikberatkan pada upaya dengan memberikan keadilan terhadap kerugian yang
dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan
restoratif merupakan gerbang awal bagi masyarakat, khususnya korban dalam
menyampaikan keinginan dan tuntutan haknya sebagai korban.'®

Namun dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan
melalui pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal karena hal tersebut
belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi
penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di luar jalur pengadilan memberikan
alternatif yang memungkinkan aparat penegak hukum menggunakan diskresinya
untuk mengarahkan tindak pidana tersebut bisa melalui proses mediasi atau tetap
di lanjutkan melalui jalur peradilan formal.!’

Sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki
peran strategis dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana. Kepolisian
bukan hanya bertugas dalam proses penegakan hukum, tetapi juga memiliki
tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.'®
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri),
yang menyatakan bahwa; “kepolisian adalah segala hal ih-wal yang berkaitan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan”.

15 Kristiyadi, K., & Setyawan, V. P. (2022). “Keadilan Restoratif Dan Mediasi Penal Dalam Tindak
Pidana Ringan”. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 4 No. 1, Hal. 19.

16 Ibid. Hal. 22.

17 Hutauruk, N. R., (2020). “Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Artikel Ptip
Mahkamah Agung. Https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id. (Diakses 1 Mei 2025).

18 Sukardi , N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). Op. Cit., Hal. 55.


https://badilum.mahkamahagung.go.id/

Terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian, disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi 3 bidang utama
yaitu;"®
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2.  Menegakkan hukum; serta
3.  Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kompleksitas tugas kepolisian di Indonesia terus meningkat, terutama seiring
dengan meningkatnya jumlah tindak pidana. Hal ini menyebabkan tantangan
dalam memberikan pelayanan publik menjadi semakin rumit dan membutuhkan
pendekatan yang lebih efektif. 2° Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian tidak
hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasiliator sekaligus
mediator dalam penyelesaian tindak pidana, salah satunya melalui mekanisme
mediasi penal. Meskipun KUHAP dan KUHP tidak secara eksplisit mengatur
proses perdamaian tetapi pelaksanaan mediasi di lapangan seringkali dilakukan
berdasarkan diskresi penyidik dan pedoman internal kepolisian.?!

Peran kepolisian sebagai fasiliator sekaligus mediator dalam mediasi penal ini
bertujuan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik
korban maupun pelaku. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa tidak semua bentuk
pemidanaan mampu memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak

yang terlibat.??

Terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpol) tentang penanganan tindak
pidana berdasarkan keadilan restoratif.?

Meskipun belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan
KUHP, tetapi adanya peraturan melalui aparat penegak hukum tersebut

menunjukkan adanya legitimasi terhadap peran kepolisian sebagai fasiliator

19 Setiyani, D., Op. Cit., Hal. 67

20 Santoso, P., (2020). “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulon
Progo)”. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan: Vol. 1 No. 2, Hal. 97.

21 Ibid. Hal. 99.

22 Ibid, Hal. 98.

23 Nurhayati, A., & Setyoningrum, N. (2023). “Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim
Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021”. Jurnal Relasi Publik, Vol.
1 No. 3, Hal. 208.



sekaligus mediator dalam penyelesaian tindak pidana.”* Dalam peraturan tersebut,
kepolisian diberi diskresi untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui
mediasi penal sebagai bagian dari pelaksanaan keadilan restoratif.

Proses mediasi penal pada tingkat kepolisian diawali dengan penilaian terhadap
layak atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan secara damai melalui mediasi
tersebut. Apabila tindak pidana dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka
kepolisian dapat memediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai
kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Upaya tersebut
mencaku adanya ganti kerugian, permohonan maaf atau bentuk lainnya yang
disepakati oleh para pihak.?

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering menimbulkan keresahan di
masyarakat yaitu percobaan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana ini
memiliki dampak yang signifikan tidak hanya terhadap korban secara pribadi tetapi
juga terhadap rasa aman dimasyarakat. Ketentuan mengenai pencurian dengan
pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan
bahwa; 26
1. Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dikenakan terhadap jenis-

jenis pencurian sebagai berikut:

a. Pencurian yang objeknya adalah hewan ternak;

b. Pencurian yang dilakukan saat terjadi keadaan darurat seperti
kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi,
kapal tenggelam atau kandas, kecelakaan kereta api, kerusuhan,
pemberontakan, atau bencana perang;

c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah tinggal atau
pekarangan tertutup yang terdapat rumah tinggal, oleh seseorang yang
berada di tempat tersebut tanpa izin atau bertentangan dengan kehendak
pemiliknya;

d. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau
lebih;

e. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membobol tempat
kejadian perkara (misalnya dengan membongkar, mematahkan,
memanjat), atau menggunakan alat bantu seperti kunci palsu, dokumen

24 [bid.

2 Dewi, A & Fatahillah, A. S., (2011).“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Dipengadilan
Anak”, Jakarta: Indie Publishing, Hal. 80.

26 Renata Christha Auli, (2024). “Bunyi Pasal 363 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Pemberatan”.
Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/. (Diakses 16 Mei 2025).
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atau perintah palsu, serta menyamar dengan menggunakan pakaian dinas
palsu.
2. Jika pencurian sebagaimana disebutkan pada poin 3 dilakukan dengan disertai

salah satu keadaan yang disebutkan dalam poin 4 atau 5, maka ancaman pidana

meningkat menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun penjara.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa unsur pemberatan tidak hanya ditentukan
oleh objek yang dicuri, tetapi juga oleh cara serta keadaan saat tindak pidana
dilakukan. Selanjutnya, Adapun ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yaitu tentang percobaan melakukan kejahatan (poging),?’

Pasal 53

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi
sepertiga.

3. lJika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal ini mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan (poging), yaitu
ketika seseorang telah memulai pelaksanaan tindak pidana tetapi belum selesai dan
ketidakselesaian itu bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, pidana yang
dijatuhkan biasanya dikurangi sepertiga dari pidana pokok yang seharusnya
dijatuhkan jika tindak pidana selesai dilakukan.?®

Latar belakang penelitian ini bermula dari adanya pelaksanaan mediasi penal
pada penanganan kasus percobaan pencurian dengan pemberatan oleh Kepolisian
Daerah Jawa Barat (selanjutnya di sebut Polda Jabar), yang secara hukum tindak
pidana tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Tindak pidana

tersebut mengandung unsur berat, sehingga ancaman pidananya jauh lebih tinggi.

27 Marlina, P., Setiawan, 1., & Hermana, A. (2024). “Implementasi Pasal 53 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Siswa Smk Rancah
Ciamis: Dalam Putusan Nomor 199/Pid. Sus/2023/Pn Cms”. Pustaka Galuh Justisi, Vol. 3 No. 1, Hal.
300.

28 Ibid.



Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis bagaimana
kepolisian menangani suatu tindak pidana yang tidak termasuk kategori ringan
untuk dilakukannya mediasi penal. Selain itu situasi ini juga mencerminkan
keterbatasan penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia, di mana sistem
hukum masih didominasi oleh pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan
pada pemidanaan pelaku sementara aspek pemulihan bagi korban masih kurang
mendapat perhatian.

Namun dalam pelaksanaan mediasi penal di tingkat kepolisian masih terdapat
permasalahan, salah satunya ketika sudah dilakukannya upaya mediasi dan
tercapainya kesepakatan damai pada kasus tersebut tetapi tidak menghentikan
proses hukum sehingga tindak pidana tetap dilanjutkan hingga persidangan.
Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam putusan di Pengadilan Negeri
Bandung dengan nomor perkara 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg, yaitu kasus percobaan
pencurian dengan pemberatan. Kasus tersebut dengan kronologi sebagai berikut;

Terdakwa awalnya merencanakan untuk mengambil binatang berupa anjing
yang berada di lantai atas rumah milik Pet shop untuk di buang. Ia memanjat
tembok dan pohon, lalu setelah berhasil sampai di lantai dua ia mengintip ke dalam
rumah dan kemudian masuk melalui atap dan plafon kamar mandi dengan
menginjak tempat gantungan handuk hingga patah. Setelah masuk ke dalam rumah
dan menuju kamar tempat anjing disimpan, ternyata saksi Drh. Gita Elvirasari
masih terjaga. Terdakwa membekap saksi, namun saksi berhasil berontak dan
berteriak minta tolong ke balkon yang menyebabkan Terdakwa panik lalu
melompat dari balkon untuk melarikan diri. Akibat teriakan saksi, warga
berdatangan dan Terdakwa tertangkap lalu kemudian diserahkan kepada pihak
Kepolisian.

Berdasarkan hasil dikepolisian, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan
dikenakan Pasal 363 ayat (1), ke-2, ke-5 jo 53 ayat ke (1) KUHP. Ketika
penyidikan berjalan, kedua belah pihak secara sukarela ingin menyelesaikan tindak
pidana tersebut secara damai melalui mekanisme mediasi penal. Proses mediasi
yang difasilitasi serta dimediatori oleh pihak Polda Jabar ini berhasil mencapai

kesepakatan damai dengan dibuktikan adanya surat perjanjian perdamaian yang
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berisi permohonan maaf serta adanya ganti kerugian untuk korban lalu dan pelaku

berjanji akan berperilaku baik.

Keputusan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penuntutan
mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan
pendekatan pemidanaan sebagai respons terhadap suatu perbuatan tindak pidana,
meskipun mediasi yang di lakukan untuk penyelesaian di luar pengadilan telah

dilakukan dan tercapai namun proses hukum formal tetap dilanjutkan hingga akhir.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik
mengambil judul dengan topik mediasi penal oleh kepolisian, yaitu penulis

mengambil judul “KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR

DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN

DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)”.

. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang di atas,

maka dari itu penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan

Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana?

2. Apa Akibat Hukum dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar yang
Telah Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian
Dengan Pemberatan Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dengan rumusan masalah,

maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui serta Menganalisis Kedudukan dan Kewenangan
Kepolisian Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana.

2. Untuk Mengetahui serta Menganalisis Apa Akibat Hukum dari Pelaksanaan
Mediasi Penal Oleh Polda Jabar yang Telah Tercapai Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus

1014/Pid.B/2023/PN.Bdg.
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D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dengan tujuan penelitian, penulis akan mencapai sebuah kegunaan
dari penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan yang akan di capai penulis:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hukum
pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi penal oleh
kepolisian pada tahap penyidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan
kontribusi pemikiran akademis mengenai kedudukan dan kewenangan
kepolisian serta akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar
yang telah tercapai dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian
dengan pemberatan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi aparat
kepolisian agar lebih proporsional dalam menangani Tindak Pidana melalui
mediasi penal terutama pada tindak pidana yang termasuk dalam kategori
serius dan memiliki ancaman pidana berat. Selain itu, hasil penelitian ini
diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan kalangan
akademisi dalam memahami dinamika penerapan keadilan restoratif dalam
sistem peradilan pidana Indonesia.
E. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada dominasi pendekatan
pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang
menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Namun, perkembangan keadilan
restoratif menawarkan alternatif yang lebih menekankan pemulihan korban dan
hubungan sosial. Dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan,
kepolisian memiliki peran penting sebagai penegak hukum, fasiliator sekaligus
mediator dalam melakukan mediasi penal. Penelitian ini menyoroti pentingnya
diskresi kepolisian dalam menentukan penyelesaian kasus di luar pengadilan.

Teori yang relevan dengan penelitian ini;
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1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem
hukum dan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
tindakan pejabat atau institusi negara dilakukan berdasarkan dasar hukum yang
sah dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-
Undangan.”

Teori kewenangan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat atau institusi
negara dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara
sewenang-wenang. Sebaliknya, tanpa dasar kewenangan yang jelas tindakan
aparat negara dapat melanggar prinsip legalitas yang merugikan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan
kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa; 3!

”Minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu Undang-
Undang, apabila penguasa ingin meletakan kewajiban-kewajiban di atas para
warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi
yang demokratis. Melalui Undang-Undang, parlemen sebagai pembentuk
Undang-Undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan
kewajiban-kewajiban yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi
dan delegasi kewenangan harus didasarkan Undang-Undang formal, setidak-
tidaknya apabila keputusan itu meletakan kewajiban-kewajiban pada
masyarakat”

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan/institusi harus
didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan mengacu pada 3 sumber

utama, yaitu :*2

2% Raihan, M. (2022). “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Input Perubahan Data
Perseroan Terbatas Secara Online”. (Skripsi, Universitas Sriwijaya). Hal. 12.

30 Ridwan, H. R. (2013). “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada. Hal. 99.
31 Fh Unpatti, (2011). “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah”, Pattimura University, Ambon.
Hittps://Fh.Unpatti. Ac.Id/Aspek-Teoritik-Kewenangan-Pemerintah/. (Diakses 2 Mei 2025).

32 Ridwan, H. R. (2013). Op. Cit., Hal. 108-109.
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a. Atribusi: Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh
Undang-Undang atau konstitusi kepada organ pemerintahan/institusi
tertentu. Kewenangan ini bersifat tetap dan melekat pada jabatan.

b. Delegasi: Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan antar organ
pemerintahan/institusi melalui Peraturan Perundang-Undangan, di mana
tanggung jawab beralih ke penerima dan pemberi tidak dapat lagi
menjalankan kewenangan tersebut, kecuali dicabut sesuai asas contrarius
actus.

c. Mandat: Mandat merupakan pelimpahan dalam hubungan atasan dan
bawahan dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat yang di mana
pemberi mandat masih dapat menjalankan sendiri kewenangan tersebut.
Teori kewenangan menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat atau

institusi negara harus berdasar pada hukum yang sah agar tidak sewenang-

wenang. Teori ini menjamin legalitas, kepastian hukum dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan pemerintahan. Teori kewenangan berkaitan erat dengan
penelitian ini karena menjadi dasar atas setiap tindakan aparat penegak hukum,
termasuk kepolisian. Oleh karena itu, Teori kewenangan menjadi dasar
penting untuk menilai hasil mediasi penal oleh kepolisian, apakah didasarkan
pada ketiga sumber kewenangan tersebut atau justru tanpa dasar hukum.
Penelitian ini menganalisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar untuk

menganalisis kedudukan dan kewenangan polisi dalam menyelesaikan tindak

pidana secara non-litigasi.
2. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan
keadilan. Kepastian hukum berarti adanya pelaksanaan dan penegakan hukum

yang konsisten terhadap setiap tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya.
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Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari
tindakannya dan memiliki dasar yang jelas dalam bertindak sesuai aturan.™

Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat ditegakkan
dengan cara yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum
dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukum akan
diterapkan terhadap suatu tindakan atau peristiwa tertentu. >

Kepastian hukum menurut Immanuel Kant berikaitan dengan prinsip
universalitas dan objektivitas hukum. Immanuel Kant menegaskan bahwa
hukum harus berlandaskan pada aturan universal yang berlaku bagi semua
orang tanpa kecuali serta menghargai martabat manusia. Dalam pandangan
Immanuel Kant, bentuk kepastian hukum yang paling mencolok adalah adanya
aturan yang bersifat objektif dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga
setiap individu dapat memperoleh perlindungan yang sama di hadapan
hukum.?®

Kant membedakan secara tegas antara legalitas dan moralitas. Legalitas
menurut Kant adalah kesesuaian suatu tindakan dengan hukum lahiriah, tanpa
memperhatikan motif di balik tindakan tersebut. Sementara itu, moralitas
adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran akan kewajiban bukan
karena keinginan pribadi. Dengan demikian, suatu tindakan yang sah menurut
hukum belum tentu bernilai moral jika tidak didasari oleh kesadaran batin
untuk memenuhi kewajiban etis. Moralitas dalam pandangan Kant menuntut
adanya kehendak bebas yang sadar akan kewajiban hukum sebagai sesuatu
yang harus dilakukan.3®

Kepastian hukum menurut Immanuel Kant adalah hukum yang tidak hanya

jelas dan konsisten, tetapi juga memenuhi standar moral universal demi

33 Suciana, A. S., (2023). “Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/Pn. Sby”. (Doctoral Dissertation,
Universitas Nasional). Hal. 28.

3 Ananda, (2023). “Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’. Gramedia Literasi.
Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Kepastian-Hukum. (Diakses 14 Mei 2025).

33 Yakindo, T. Et.All, (2023). “Moralitas Dan Hukum Dalam Pandangan Immanuel Kant”. Praxis:Jurnal
Filsafat Terapan. Vol. 1 No. 1, Hal. 6-7.

3 Ibid.


https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum
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menjaga kebebasan dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Kant
menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan ciri esensial dari hukum itu
sendiri karena hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, tidak dapat
dijadikan pedoman perilaku dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial.
Oleh karena itu, menurut Kant kepastian hukum harus dijaga melalui aturan
yang jelas, konsisten dan dapat diterapkan secara adil demi terciptanya
ketertiban serta perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.>’
Keterkaitan penelitian ini dengan teori kepastian hukum terlihat pada

praktik mediasi penal oleh kepolisian dalam perkara percobaan pencurian
dengan pemberatan. Mekanisme mediasi tersebut hingga kini masih berada
pada ranah yang tidak pasti karena ketiadaan landasan hukum yang jelas,
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Hal ini
sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menegaskan bahwa hukum
tanpa kepastian akan kehilangan substansinya serta berpotensi menciptakan
kekacauan sosial.

3. Konsep Mediasi Penal

Mediasi Penal merupakan salah satu dari mekanisme yang perlu diterapkan

untuk mendorong mekanisme pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.
Mediasi Penal sebagai mekanisme keadilan restoratif yang membuka ruang
bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata yang diderita oleh
korban. Tidak hanya itu, Mediasi Penal juga hadir sebagai tempat untuk ber-
dialog antara korban, pelaku dan masyarakat, sehingga pelaku semakin
didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban
dan masyarakat.*
Proses ini mempertemukan pelaku dengan korban untuk menemukan

kesepakatan bersama dari timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Tujuan utama dari mediasi

penal adalah menumbuhkan kesadaran pelaku atas perbuatannya serta adanya

37 Ridwan, H. R. (2013). Op. Cit.,, Hal. 120.
38 Rahmawati, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia. Institute For Criminal Justice Reform. Hal. 357-358.
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ganti kerugian atas perbuatan dari si pelaku, sehingga tercipta penyelesaian
yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang berlarut-
larut.*’

Mediasi penal mulai dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia sejak
diterbitkannya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XI1/2009/SDEOPS tanggal
14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute
Resolutions. Meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi
perkembangannya menunjukkan bahwa mediasi penal semakin diakomodasi
dalam kebijakan aparat penegakan hukum, salah satunya melalui Perpol
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksana bagi
kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif.*’

Mediasi penal merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban di
pengadilan dan mempercepat penyelesaian Tindak Pidana dengan biaya
rendah. Dengan demikian, mediasi penal menjadi alternatif yang lebih
manusiawi, efisien dan berkeadilan.

F. Metode Penelitian
Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terorganisir dan dilakukan
secara aktif dan teliti yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis serta
memperbarui informasi atau fakta yang sudah ada. Selain itu, penelitian juga
berfungsi sebagai alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya
adalah untuk mengetahui serta menganalisis suatu teori atau penelitian yang telah
ada sebelumnya.

Terdapat metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

3 Yanti, E., (2018). “Konsep Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak”. Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 2 No. 1, Hal. 2.

40 Csa. Teddy Lesmana, (2022). “Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum Dalam Sistem Peradilan
Pidana”. (Universitas Nusa Putra, Sukabumi). Https://Law.Nusaputra.Ac.Id/Artikel/Mediasi-Penal-
Sebuah-Transplantasi-Hukum-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana/. (Diakses 3 Mei 2025).


file:///C:/Users/User/Downloads/Mediasi%20Penal%20Sebuah%20Transplantasi%20Hukum%20dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana
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1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif, dengan
cara tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan
meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data serta penyusunan
laporan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis
norma hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen tertulis.
2. Metode Pendekatan
Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat
digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian
ini, penulis memfokuskan pada:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) merupakan salah
satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis
ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan
yang menjadi fokus penelitian.*!

Penelitian ini, pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk
menganalisis dasar hukum dan kewenangan kepolisian dalam melakukan
mediasi penal pada kasus dengan kategori berat, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perpol Nomor 8§ Tahun
2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) merupakan salah satu metode dalam
penelitian yang di mana peneliti membangun argumentasi hukum
berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut memiliki
keterkaitan erat dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti. Tujuan utama
pendekatan ini adalah untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan

hukum yang muncul dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.*?

4 Marzuki, M., (2017). “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”. Prenada Media. Hal. 138
42 Ibid. Hal. 145.
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Penelitian ini hanya berfokus terhadap studi kasus dengan
menggunakan  putusan  pengadilan  dengan  perkara  nomor
1014/Pid.B/2023/PN.Bdg untuk mendeskripsikan mediasi penal yang telah
di lakukan oleh kepolisian di tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak
pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang menghasilkan surat
perjanjian perdamaian.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian konseptual (Conceptual Approach) menurut Peter Mahmud
Marzuki, pengertian konseptual adalah penjelasan mengenai suatu konsep
yang dirumuskan secara jelas dan tegas berdasarkan teori pendapat para ahli
maupun Peraturan Perundang-Undangan yang relevan. Pengertian
konseptual ini digunakan untuk memberikan batasan makna terhadap
istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti
dalam melakukan analisis.*’

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena dapat
menganalisis secara mendalam dasar-dasar teoritis dari setiap istilah yang
menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual juga mengaitkan teori dan
doktrin hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam menganalisis
dari pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar yang telah tercapai dalam
penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

3. Tahap Penelitian
a. Tahap 1 : Penentuan Topik dan Identifikasi Masalah

Pada tahap awal, peneliti menentukan topik penelitian yang relevan
dengan bidang studi hukum kemudian mengindentifikasi masalah
penelitian secara spesifik agar penelitian memiliki arah dan tujuan yang
jelas.

b. Tahap 2 : Studi Literatur
Peneliti melakukan pengumpulan dan menelaah literatur dari berbagai

sumber seperti buku/jurnal terkait mediasi penal, Peraturan Perundang-

43 Ibid, Hal. 154.
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Undangan dan dokumen terkait lainnya untuk memperkuat landasan teori
dan mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya.
c. Tahap 3 : Penyusunan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal

Setelah memperoleh teori dan konsep yang cukup, peneliti menyusun
proposal penelitian sekaligus Proposal yang telah disusun diajukan untuk
diseminarkan di hadapan dosen pembimbing dan penguji.

d. Tahap 4 : Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah
ditetapkan, melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tetap
memperhatikan relevansi data.

e. Tahap 5 : Analisis Data

Data yang telah terkumpul secara yuridis-normatif dianalisis,
menggunakan interpretasi untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai
tujuan penelitian.

f. Tahap 6 : Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang Skripsi

Setelah analisis data selesai, peneliti menyusun skripsi secara lengkap
yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan,
serta kesimpulan dan saran lalu peneliti mempresentasikan hasil penelitian.

Cara Pengumpulan Data
Terdapat dalam penelitian ini, cara pengumpulan datanya melalui;
a. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
melalui penelusuran berbagai sumber, seperti buku, artikel/jurnal yang
berkaitan dengan topik mediasi penal. Metode ini memiliki peran penting
dalam proses penelitian karena memberikan landasan teoritis dan informasi
yang mendalam untuk mendukung analisis yang dilakukan.**

b. Studi dokumen (Documentary Research)
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen resmi, seperti Peraturan

44 Ibid.
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Perundang-Undangan, surat perjanjian perdamaian terkait di laksanakanya

mediasi penal. Metode ini berfungsi untuk memperoleh fakta hukum yang

mendukung keakuratan dalam menyusun argumentasi hukum dalam
penelitian.®
5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung

dari lapangan tetapi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang
memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. ¢

1) Bahan Hukum Primer, yaitu antara lain;

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;

c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8§ Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif;

d) Putusan Pengadilan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang melengkapi
bahan hukum primer. Seperti; buku/literatur hukum terkait mediasi
penal, jurnal hukum terkait mediasi penal, karya tulis ilmiah terkait
mediasi penal dan Surat Perjanjian Perdamaian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menjawab

identifikasi masalah penelitian. Proses ini dilakukan dengan metode

penyimpulan data secara induktif (khusus-umum) dengan mengidentifikasi

45 Raihan, M. (2022). Op.Cit, Hal. 14-15.
4 Ibid.
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berbagai Peraturan Perundang-Undangan serta literatur lain seperti buku,
artikel/jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik mediasi penal.
7. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Posbakum PN Kota Bandung Kelas A
Khusus, Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Kota Sukabumi
dan website digital seperti (Perpusnas, Hukum Online dan Google Schoolar).

8. Jadwal Penelitian

Pengajuan Topik
Penelitian

2. Penyusunan Proposal
Penelitian
3.  Revisi Proposal
Penelitian --

4. | Pelaksanaan
Seminar Proposal

5.  Revisi dan Dilanjutkan
Penelitian Bab
Selanjutnya

6.  Pengolahan Data dan
Revisi Bab ILIILIV dan
\%

7.  Sidang Akhir Skripsi

G. Sistematika Penulisan.

Terdapat 5 bab dalam skripsi ini dan masing-masing bab mempunyai banyak
sub bab. Proses-proses yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini diuraikan di
bawah ini, yang dapat digunakan sebagai bantuan penelitian dan penulisan.

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi
alasan utama dilakukannya penelitian.

B. Identifikasi masalah, yaitu upaya merumuskan secara spesifik permasalahan utama
yang ditemukan dari latar belakang.

C. Tujuan penelitian, yaitu pernyataan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai
dalam penelitian ini. Bagian ini berkaitan langsung dengan rumusan masalah.

D. Kegunaan penelitian, yaitu bagian menjelaskan manfaat atau kontribusi dari hasil

penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis.
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E. Kerangka pemikiran, yaitu gambaran sistematis mengenai teori-teori dan konsep-
konsep yang mendasari penelitian dan bagaimana teori-teori dan konsep-konsep itu
digunakan untuk menganalisis permasalahan.

F. Metode penelitian, yaitu Menjelaskan cara kerja dalam mengumpulkan, mengolah dan
menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika penulisan, yaitu Memberikan gambaran struktur agar pembaca memahami
alur logis penulisan dan pembahasan penelitian dari awal hingga akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap

berbagai perspektif ilmiah yang menjadi fondasi dalam menganalisis permasalahan yang

tercantum dalam rumusan masalah.

BAB III : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM

MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA
Bab ini membahas kedudukan dan kewenangan Kepolisian dalam sistem peradilan

pidana, khususnya terkait pelaksanaan mediasi penal sebagai bentuk keadilan restoratif.

Pembahasan difokuskan pada dasar hukum serta teori kewenangan untuk menilai

kewenangan kepolisian dalam melakukan mediasi penal.

BAB IV : APA AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN MEDIASI PENAL

OLEH POLDA JABAR YANG TELAH TERCAPAI DALAM PENYELESAIAN

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi

Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)

Bab ini membahas akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh
Polda Jabar terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Fokus
utamanya diarahkan pada adanya surat perjanjian perdamaian antara pelaku dan korban
yang difasilitasi oleh Polda Jabar namun tetap dilanjutkan proses hukumnya.

BAB V : PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini akan di sajikan di bab 5 yang merupakan bab

penutup. Selain itu, sejumlah rekomendasi dan usulan juga di sampaikan berdasarkan

temuan penelitian yang telah dilakukan.

BAB YV
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab III dan Bab IV yang merujuk pada
rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Mediasi Penal



terhadap Penyelesaian Tindak Pidana.

Secara yuridis, kepolisian memiliki kedudukan dan kewenangan dalam
melaksanakan mediasi penal dengan merujuk pada Perpol Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Berdasarkan teori perundang-undangan (Stufenbau) Hans Kelsen, Perpol
Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang termasuk dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kepolisian sah dalam
tindakan melakukan mediasi penal. Kewenangan tersebut juga dapat
dikualifikasi sebagai kewenangan atribusi, karena bersumber langsung dari
peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Namun,

Secara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) ruang lingkup kewenangan kepolisian secara tegas hanya
sebatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan. KUHAP tidak memberikan
dasar hukum bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme
di luar proses peradilan, termasuk mediasi penal. Oleh karena itu, pelaksanaan
mediasi penal oleh kepolisian dalam praktik dapat dikatakan sebagai bentuk
pelampauan kewenangan (u/tra vires), karena menjalankan fungsi yang tidak
diberikan oleh hukum acara pidana yang berlaku.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, mengingat
Indonesia menganut sistem hukum kontinental yang menuntut adanya dasar
hukum tertulis dan eksplisit bagi setiap tindakan aparatur penegak hukum.
Dengan tidak diaturnya mediasi penal dalam KUHAP, maka keberlakuan
Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan mediasi penal

oleh kepolisian tidak cukup kuat untuk menggantikan norma dalam undang-

68



69

undang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Akibatnya, pelaksanaan
mediasi penal oleh kepolisian meskipun sah secara yuridis tetapi dalam dalam
KUHAP sebagai peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tindakan
kepolisian diketegorikan sebagai melampaui kewenangannya karena
peraturan yang lebih rendah harus tetap tunduk pada peraturan yang lebih
tinggi.

Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Yang Telah
Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/Pn.Bdg).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor
1014/Pid.B/2023/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi
penal oleh Polda Jabar dalam penyelesaian perkara percobaan pencurian
dengan pemberatan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian antara
pelaku dan korban. Namun, secara yuridis kesepakatan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat karena belum diakomodasi secara eksplisit dalam
KUHAP sebagai dasar penghentian penyidikan.

Terhadap putusan Nomor 1014/Pi1d.B/2023/PN.Bdg pihak penyidik Polda
Jabar tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang
tetap melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan dan pihak kejaksaan tetap
melanjutkan perkara ke tahap penuntutan serta Majelis hakim pun tidak
mempertimbangkan adanya surat perjanjian perdamaian yang telah dicapai.

Ketidaksinkronan antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHAP
menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal belum memiliki legitimasi
dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan dalam KUHAP hanya
mengatur penghentian penyidikan atas dasar tidak cukup bukti, bukan tindak
pidana atau demi hukum dan tidak mencantumkan perdamaian sebagai dasar
hukum yang sah.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku maupun
korban karena tidak ada jaminan bahwa hasil perdamaian yang dicapai akan

diakui atau dipertimbangkan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Ketika
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hasil mediasi penal yang sah secara sosial namun tidak diakui secara formil,
maka membuka pandangan yang berbeda antar lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar dalam perkara percobaan
pencurian dengan pemberatan belum memiliki kekuatan hukum sebagai dasar
untuk menghentikan proses pidana. Mediasi penal dalam hukum positif
Indonesia saat ini hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, bukan sebagai
mekanisme yuridis yang mengikat. Maka dari itu implikasi yang ditimbulkan
dari kasus tersebut adalah; Perkara tetap berlanjut ke persidangan meskipun
telah terjadi perdamaian, Timbulnya ketidakpastian hukum bagi pelaku dan
korban, timbulnya beban ganda terhadap pelaku dan Tidak adanya daya ikat
antar lembaga penegak hukum, karena tidak diaturnya mekanisme mediasi
penal secara eksplisit dalam KUHAP.

B. Saran
Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis merekomendasikan beberapa
langkah pembaruan sebagai berikut;
1. Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Mediasi Penal
terhadap Penyelesaian Tindak Pidana.

Agar kedudukan kepolisian dalam melaksanakan mediasi penal tidak lagi
dianggap sebagai tindakan melampaui kewenangan (ultra vires), diperlukan
adanya penguatan legitimasi secara yuridis melalui pengaturan yang tegas di
dalam KUHAP. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan
memberikan landasan hukum bahwa hasil perdamaian antara pelaku dan
korban memperoleh penetapan pengadilan, sebagaimana dikenal dalam konsep
Van Dading seperti dengan ranah perdata.

Dengan adanya penetapan tersebut, hasil mediasi tidak hanya sah secara
sosial tetapi juga mengikat secara yuridis bagi seluruh aparat penegak hukum.
Selain itu, penting dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
khususnya antara KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 agar tidak terjadi
pertentangan norma. Harmonisasi ini diharapkan menciptakan kepastian

hukum untuk memperkuat kedudukan mediasi penal dalam sistem peradilan
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pidana serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip legalitas,
keadilan dan kemanfaatan hukum.

. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Yang Telah
Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/Pn.Bdg).

Agar permasalahan yang timbul dari pelaksanaan mediasi penal tidak terus
berulang diperlukan reformulasi KUHAP dengan mengakomodasi perdamaian
sebagai salah satu dasar penghentian penyidikan. Pengaturan ini penting untuk
menutup celah ketidaksinkronan antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan
KUHAP, sehingga hasil mediasi penal tidak berhenti hanya sebagai instrumen
sosial tetapi juga memperoleh pengakuan formal sebagai mekanisme yuridis
yang mengikat.

Selain itu, diperlukan mekanisme hukum berupa penetapan pengadilan
terhadap kesepakatan perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum serupa
dengan Van Dading dalam perkara perdata. Dengan demikian, kesepakatan
yang telah dicapai tidak hanya melahirkan SP3, tetapi juga menjamin kepastian
hukum bagi pelaku dan perlindungan hak-hak korban.

Penguatan legitimasi mediasi penal juga harus diiringi dengan kewajiban
pelaku untuk melaksanakan isi kesepakatan, misalnya membayar ganti
kerugian, menyampaikan permintaan maaf atau menjalani rehabilitasi. Hal ini
dapat memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif berorientasi pada
pemulihan dan bukan sekadar sarana untuk menghindari proses peradilan.

Dengan adanya pembaruan hukum yang eksplisit mediasi penal tidak lagi
dipandang sebagai tindakan wultra vires oleh kepolisian, melainkan sebagai
instrumen resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diakui dan

dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
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